SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH YANG MENGGUNAKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN

Menimbang

Mengingat

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 483 Peraturan Daerah
Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Madiun;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
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2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun
2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
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Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten
Madiun Tahun 2019 Nomor 13);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG
MENGGUNAKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.

Bupati adalah Bupati Madiun.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
DPRD Kabupaten Madiun.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melakukan Pengelolaan Keuangan
Daerah.

8. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Satuan
Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah atau Unit
Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau
jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
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9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya
disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang
sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

10. Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD, yang selanjutnya disingkat
BLUD-Perangkat Daerah, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.

11. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

13. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang
dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang
sah.

14. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab

melakukan koordinasi pengelolaan BMD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menertibkan
pengelolaan BMD pada SKPD yang menggunakan PPK-BLUD di lingkungan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Madiun.

(2) Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan penjelasan
terkait dengan pentingnya pengelolaan BMD pada SKPD yang menggunakan
PPK-BLUD di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Madiun.

BAB III

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 3

(1) Barang milik BLUD dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas

dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.

(2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang
pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak

memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
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(3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan BLUD.

(4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD.

Pasal 4

(1) BLUD dilarang mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas

persetujuan pejabat yang berwenang.

(2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan

dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

(3) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanah, gedung dan

bangunan, peralatan dan mesin.

(4) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis

barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
pendapatan BLUD dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan

BLUD.

(6) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Pimpinan

Perangkat Daerah.

(7) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas

dan fungsi BLUD harus mendapat persetujuan Bupati.

(8) Hasil dari penggunaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diakui
sebagai Pendapatan Asli Daerah dan disetor ke Kas Daerah, kecuali mendapat

persetujuan Bupati untuk diakui sebagai pendapatan BLUD.
(9) Tanah dan bangunan disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
gu

(10) Tanah dari bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi BLUD, dapat dialihgunakan oleh Pemimpin BLUD dengan

persetujuan Bupati.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 12 Oktober 2022

BUPATI MADIUN,
ttd.
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban

pada tanggal 12 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN,
ttd.

TONTRO PAHLAWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh:

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIF MARGIANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat
elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE),
Badan Siber dan Sandi Negara
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